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ABSTRAK 
 
Liya Widiyastuti, KAJIAN HUKUM TENTANG PEMANFAATAN 
TANAH NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN RUKO DI DESA KRASAK 
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES. Skripsi. Tegal: Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, Tahun 2020. 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh perseorangan atau 
badan hukum dengan suatu  hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Tanah negara merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Penggunaan 
tanah negara diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dan harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan melalui pihak yang berwenang dalam pemberian 
penggunaan tanah milik negara. Tetapi, banyak orang yang menggunakan tanah 
negara tanpa melalui prosedur yang benar dan melanggar peraturan perundang-
undangan. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji status hukum dan akibat 
hukum dari pembangunan ruko di atas tanah milik negara di Desa Krasak 
Kabupaten Brebes; (2) Untuk menganalisis pengawasan dan kewenangan dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap pembangunan ruko di atas tanah 
milik negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris dengan menggunakan 
sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode 
pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum pembangunan ruko di 
atas tanah milik negara di Desa Krasak ilegal dan melanggar hukum, akibat 
hukum dari pembangunan ruko tersebut dapat diberikan sanksi kepada pemilik 
bangunan ruko. Pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Brebes dengan 
melakukan tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ketentuan umum peraturan zonasi; 
ketentuan perizinan; ketentuan pemberian intensif dan disintensif; serta arahan 
pengenaan sanksi.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Kajian Hukum, Pemanfaatan Tanah Negara, Pembangunan Ruko. 
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ABSTRACT 
 
Liya Widiyastuti, Final Project. LEGAL STUDY ON THE USE OF 
STATE LAND FOR THE DEVELOPMENT OF SHOPHOUSE IN KRASAK 
VILLAGE, BREBES DISTRICT, BREBES REGENCY. Tegal: Jurisprudence 
Program, Law Faculty Tegal Pancasakti University, Year 2020. 
State land is land that is not owned by individuals or legal entities with a 
right to land in accordance with applicable regulations. State land is land that is 
directly controlled by the state. The use of state land is intended for the benefit of 
the community and must be in accordance with statutory regulations through the 
authorized party in granting the use of state-owned land. However, many people 
use state land without going through proper procedures and violating laws and 
regulations. 
This study aims: (1) To examine the legal status and legal consequences of 
the construction of shop houses on state-owned land in Krasak Village, Brebes 
Regency; (2) To analyze the supervision and authority of the Regional 
Government of Brebes Regency on the construction of shop houses on state-
owned land in Krasak Village, Brebes Regency. This research uses normative 
legal research methods and empirical law using primary legal data sources and 
secondary legal materials, data collection methods by means of library studies and 
field studies. 
The results showed that the legal status of building a shop on state-owned 
land in Krasak Village was illegal and violated the law, as a result of the law from 
the construction of the shop could be given sanctions to the owner of the shop 
building. Supervision from the Brebes Regency Government by conducting 
monitoring, evaluation and reporting actions. The authority of the Brebes Regency 
Government in terms of general provisions on zoning regulations; licensing 
provisions; provision of intensive and disintensive giving; and directions for 
imposing sanctions. 
Based on this research, hoped it can be information and input to the 
college students, academician, practitioners, and all the stakeholders in the 
Faculty of Law in Tegal Pancasakti University. 
Keywords: Legal Study, The Use Of State Land, The Development Of 
Shophouse. 
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MOTTO 
 
 
“Semua kejadian pasti ada sebab dan akibatnya,dan segala sesuatu yang terjadi 
pasti memiliki hikmah dibaliknya. Always believe in Allah SWT and make your 
dreams happen” 
(Liya Widiyastuti) 
 
“Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, 
maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang 
siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan 
memudahkan kepadanya di dunia & akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia & akirat. Allah akan 
membantu hamba-Nya selagi hamba tersebut membantu saudaranya.”  
(HR. Muslim) 
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PERSEMBAHAN 
 
Sembah sujud serta puji dan syukurku pada–Mu Allah SWT. Tuhan 
semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang sempurna. Taburan cinta, 
kasih sayang, rahmat dan hidayat–Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan, 
semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta 
cinta yang pasti ada disetiap kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas 
akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu kulimpahkan keharibaan 
rosulullah Muhammad SAW. 
Ku persembahkan skripsi ini untuk orang yang tercinta dan tersayang atas 
kasihnya yang berlimpah : 
 Ayahanda tercinta. Bapak (alm).Kasnadi yang semasa hidupnya telah 
berjuang untuk anaknya menempuh pendidikan tinggi, yang tak pernah 
lelah untuk mencari nafkah untuk anaknya bersekolah. Terima kasih bapak 
yang selalu member semangat, dukungan serta motivasi untuk anaknya 
terus bangkit, untuk anaknya menjadi seseorang yang sukses, dan untuk 
anaknya bahagia. Bapak engkau yang selalu aku rindu  kan dan selalu aku 
doakan.  
 Ibunda tercinta, mamah Wartimah. Ibu sekaligus berperan menjadi 
seorang ayah, orang yang tegar, dan orang yang selalu sabar. Terima kasih 
mamah, engkau selalu member dukungan, semangat dan selalu mendoakan 
anaknya untuk selalu bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang 
yang berguna untuk orang lain. Mamah percayalah aku akan selalu 
berusaha membahagiakan mamah. 
 Adik–Adikku tersayang, Arni Adi Wiyanti dan Wiliana Nurhadi terima 
kasih selalu nemenin kakaknya untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah 
ini. Kadang kita sering berantem, hal–hal kecil dipermasalahkan tapi 
kakak selalu sayang kalian. Adikku semoga selalu menjadi perempuan 
yang tangguh. 
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 Kekasihku yang tercinta, Yulizar `Gunawan Wibisono, S.H. Terima kasih 
untuk engkau yang selalu menemaniku, memberikan dukungan dan 
motivasi untuk aku semangat kuliah. Dan orang yang selalu membantu 
aku selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih untuk segalanya. 
 Sahabatku, Cici Musliha, Tifani Mariana, Findi Puji Amini, Priandina 
Rizki Rahayu, Adelia Niena Endrastuti, Farah Ayu Octaviana, Zelda Arsy 
Zaninda, Rieska Mei Puspadiena. Terima kasih untuk kalian yang selalu 
menemani, member semangat dan dukungan padaku. Terutama Cici 
Musliha dia selalu bilang padaku ketika aku mulai ragu, ketika aku tidak 
percaya bahwa aku bisa, dia berkata “bisa ko bisa” dia selalu percaya apa 
yang menurutku susah, pasti aku bisa melewatinya. 
Dalam setiap perjuangan hidup pasti ada pertolongan dari Allah SWT 
melalui kebaikan yang diberikan orang lain, terima kasih untuk semuanya. Dan 
apapun yang kalian lakukan padaku, aku takkan mungkin bisa membalas semua 
jasa yang telah kalian berikan untukku. Tetapi, percayalah akan selalu aku doakan 
untuk kesuksesan kalian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia dengan tanah tidak akan pernah terlepas dan akan 
selalu saling berhubungan karena tanah merupakan salah satu aspek penting 
dalam menjalankan kehidupan manusia. Manusia akan selalu berhubungan 
dengan tanah sejak ia lahir sampai meninggal dunia, dari mendirikan rumah di 
atas tanah ketika manusia masih hidup hingga dikubur di dalamnya saat telah 
tiada. Selain memegang peran yang vital dalam kehidupan manusia, tanah 
juga mempunyai fungsi sebagai sumber penghidupan untuk terciptanya 
kesejahteraan masyarakat. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang maha Esa 
mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur
1
. Berbagai sumber mata pencaharian dapat 
tercipta dari adanya tanah, seperti bertani, berkebun, menambang, dan lain 
sebagainya. Tanah juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi 
yang selalu meningkat dari waktu ke waktu dan sering dijadikan sebagai objek 
investasi yang cukup menggiurkan. Tanah yang dimiliki oleh setiap orang 
dapat diperoleh dari terjadinya jual beli dengan orang lain dan diperoleh dari 
negara secara langsung, baik memiliki tanah negara secara permanen atau 
                                                             
       
1
 Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan, Jakarta : Universitas Trisakti , 2009, hlm. 1 
2 
 
hanya menggunakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Hak untuk 
menggunakan tanah orang lain atau tanah negara dalam jangka waktu tertentu 
harus sesuai dengan peraturan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar 
tidak merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya. 
Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, menyadari 
arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan 
masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat 
warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh penghidupan. 
Bagi warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas 
sehari hari.
2
 Tanah sebagai suatu sumber daya alam sangat penting artinya 
bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah dalam berbagai sektor kegiatan 
seperti pertanian, pemukiman, sarana umum dan lain-lain mengakibatkan 
tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian dibutuhkan.
3
 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat laju 
pembangunan, meningkatkan kebutuhan akan tanah baik untuk kepentingan 
industri, jasa maupun permukiman seperti perumahan dan perkantoran. 
Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dikarenakan kegiatan 
pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang 
tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang terbatas. Ketidakseimbangan 
itu telah menimbulkan persoalan dari banyak segi. Dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, masalah tanah bukan saja 
                                                             
       
2
 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, , Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, Cetakan Keempat, 2001, hlm. 172 
       
3
 Hasim Purba, Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan, Medan : Cahaya Ilmu, 2006, 
hlm. 1 
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masalah yuridis, tetapi menyangkut masalah ekonomi, sosial dan politik. Hal 
ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan 
menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan dan 
pembangunan, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu 
pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya 
jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.
4
 Sehingga secara umum tanah 
merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang 
mempunyai fungsi yang sangat strategis baik sebagai sumber daya alam 
maupun sebagai ruang untuk pembangunan. 
Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah 
terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan 
yang terus meningkat, telah menjadikan pengelolaan terhadap tanah haruslah 
berdayaguna untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip 
dasar itu sudah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 
1945 menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat 
UUPA menyebutkan bahwa: 
“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 
karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
                                                             
       
4
 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Jakarta : Visimedia , 2007, 
hlm. 2 
4 
 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” 
 
Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Hubungan antara 
bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) 
adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi artinya 
hubungan Bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi 
generasi seterusnya. Sehingga keberadaan tanah harus dijaga oleh generasi 
sekarang untuk kemudian diwariskan kepada genarasi yang akan datang. 
Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan 
pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam 
penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan 
hukum bagi rakyat. 
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas 
tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan 
pendaftaran tanah diseluruh indonesia. Menurut Boedi Harsono, pendaftaran 
tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau 
pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpuklan data 
keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 
pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam 
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk bukti dan 
pemeliharaannya.
5
 
Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak 
yang bersengketa dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok 
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta : Djambatan, 1999, hal,72. 
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hukum atas dari pada tanah yang dihadapinya, letak, luas, dan batasan-
batasannya, siapa yang punya dan apa yang ada diatasnya. Sebagaimana 
diamanatkan pasal 19 UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-
ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu: 
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 
a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 
b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
4) Dalam peraturan pemerintah diatur biata-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termasuk dalam ayat (2) diatas, dengan keteneuan bahwa 
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 
tersebut. 
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya 
ditugaskan Kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana kata penguasaan dalam Pasal 
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33 ayat (3) UUD NRI 1945 di atas, menurut penjelasan umum UUPA, 
bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi 
wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa 
Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaannya; 
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 
bumi, air dan ruang angkasa itu; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa. 
Atas dasar konsep kekuasaan seperti diuraikan di atas, negara dapat 
memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak 
menurut keperluan dan peruntukannya.  
Namun, pemanfaatan tanah negara seringkali disalahgunakan oleh 
masyarakat untuk kepentingan masing-masing individu. Seperti halnya 
pembangunan ruko di atas saluran air atau irigasi di Desa Krasak, Kecamatan 
Brebes, Kabupaten Brebes yang status irigasi atau tanah tersebut merupakan 
tanah milik pemerintah, yaitu merupakan tanak milik Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang, 
namun dibangun ruko oleh warga sekitar demi kepentingan mereka sendiri 
untuk memperoleh uang penghasilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM 
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TENTANG PEMANFAATAN TANAH NEGARA UNTUK 
PEMBANGUNAN RUKO DI DESA KRASAK KABUPATEN BREBES”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 
membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana status hukum dan akibat hukum dari pembangunan ruko di atas 
tanah milik negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes? 
2. Bagaimana pengawasan dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten 
Brebes terhadap pembangunan ruko di atas tanah milik negara di Desa 
Krasak Kabupaten Brebes? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun melalui penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengkaji status hukum dan akibat hukum dari pembangunan ruko 
di atas tanah milik negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes. 
2. Untuk menganalisis pengawasan dan kewenangan dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes terhadap pembangunan ruko di atas tanah milik negara 
di Desa Krasak Kabupaten Brebes.  
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 
diantaranya: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 
hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria terutama hukum 
agraria/pertanahan dalam pengawasan pemerintah kepada masyarakat 
dalam penyalahgunaan pemanfaatan tanah negara. 
2. Secara Praktis  
a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para praktisi, umumnya praktisi 
hukum dan khususnya praktisi Hukum Agraria dalam hal dapat 
memberikan masukan untuk memecahkan masalah dibidang hukum 
agrarian terutama mengenai penyalahgunaan tanah negara untuk 
kepetingan individu.  
b. Untuk pemerintah Desa Krasak dapat melakukan pengawasan dalam 
pemanfaatan tanah negara dan dapat melakukan tindakan secara tegas 
kepada masyarakat yang melanggar hukum.  
c. Bagi masyarakat dapat mengetahui bahwa pendirian ruko diatas tanah 
milik negara melanggar hukum.  
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E. Tinjauan Pustaka 
Dalam menjaga keaslian judul penulis ajukan dalam skripsi ini perlu 
kiranya penulis lampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan 
pertimbangan. Antara lain: 
1. Dea Natasya, “Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara 
Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, 
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016. Dalam skripsi ini 
dipaparkan mengenai prosedur untuk memperoleh hak atas tanah oleh 
penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah 
negara dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perolehan hak 
atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui 
pemberian hak atas tanah negara. Dalam menyelesaikan permasalahan 
skripsi ini, menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan Pemukiman dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan.
6
 
2. Ayu Setiyaningsih, “Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara 
Bebas Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta”, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. Dalam skripsi ini 
dipaparkan mengenai prosedur permberian hak milik atas tanah negara 
bebas pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan hambatan yang terdapat 
                                                             
       
6
 Dea Natasya, dalam Skripsi “Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan 
Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 
Lampung, 2016. 
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dalam pemberian pelayanan permohonan hak milik atas tanah negara 
bebas pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dalam menyelesaikan 
permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7
 
3. Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, “Status Hukum Hak Penguasaan Atas 
Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota 
Makassar Kelurahan Barombong”, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 2016. Dalam skripsi ini dipaparkan mengenai 
status penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) oleh masyarakat di 
Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan 
kebijakan pemerintah setempat dalam pemanfaatan tanah timbul 
(Aanslibbing) yang ada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, 
Kota Makassar. Dalam menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini, 
penulis menggunakan Undang-undang Tentang Penataan Ruang, UU No. 
26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960.
8
 
Penulis menyusun skripsi dengan judul “Kajian Hukum Tentang 
Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Pembangunan Ruko di Desa Krasak 
Kabupaten Brebes”, dikarenakan pendirian bangunan ruko di Desa Krasak 
tersebut melanggar hukum, karena pembangunan ruko tersebut di atas tanah 
                                                             
       
7
 Ayu Setiyaningsih, dalam Skripsi “Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Bebas 
Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2009. 
       
8
 Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, dalam Skripsi “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah 
Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong”, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. 
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milik Pemerintah, terlebih pembangunan ruko tersebut di atas saluran air milik 
Pemerintah dan dari pihak Pemerintah terkait tidak memperdulikan 
pembangunan ruko liar tersebut. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan status 
hukum dan akibat hukum dari pembangunan ruko di atas tanah milik negara 
yang dilakukan oleh warga Desa Krasak Kabupaten Brebes serta pengawasan 
dan kebijakan dari Pemerintah Desa Krasak terhadap pembangunan ruko di 
atas tanah milik negara. Dalam menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini, 
penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan 
Tanah-Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang diperbarui dengan 
keluarnya peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 
Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait untuk 
memperoleh data dalam penyelesaian skripsi. 
Dalam penulisan skripsi, terdapat beberapa pengertian yang dijadikan 
bahan dalam penulisan skripsi dan menyelesaikan permasalahan, diantaranya: 
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1. Pengertian Tanah Negara 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan 
atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
9
 
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. 
Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu 
disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan 
rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di 
bidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
2. Pemberian Tanah Negara 
Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang 
bersama-sama atau suatu badan hukum.
10
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pemberian hak atas tanah adalah 
                                                             
       
9
 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat 
dan Permasalahannya, Jakarta : Prestasi Pustaka ,2002, hlm. 5 
       
10
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta :  Kencana, 2010. hlm. 
27 
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penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara 
termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. 
 
3. Asas-Asas dalam Hukum Tanah Nasional 
Asas-asas atau prinsip dasar yang terdapat dalam hukum tanah 
nasional yang lebih dikenal dengan UUPA, yaitu :
11
 
a. Asas relegiusitas 
Prinsip/asas religiusitas mengandung makna bahwa seluruh bumi, air, 
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia 
dan merupakan kekayaan nasional. 
b. Asas kebangsaan 
Prinsip/asas kebangsaan mengandung makna hanya warga Negara 
Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 
bumi, air dan ruang angksa, dalam batasbatas ketentuan tertentu. 
c. Asas demokrasi 
Prinsip/asas demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga 
negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita tidak membedakan 
agama dan suku bangsanya mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh dan menggunakan hak atas tanah serta untuk 
                                                             
       11 Mustopo dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Jakarta: Sinar Grafika, 
2013, hlm. 42-45 
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mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 
keluarganya. 
d. Prinsip atau asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam 
penguasaan dan penggunaan tanah yang tersedia dengan jaminan 
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. 
e. Asas kebersamaan dan kemitraan 
Prinsip/asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan 
penggunaan hak atas tanah mengandung makna, segala usaha bersama 
pembangunan nasional, maka dicegah penggunaan tanah dan 
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui 
batas negara dan bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan 
usaha bersama dalam lapangan agraria. 
f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan 
Dalam pengguasaan dan penggunaan tanah mengandung arti bahwa 
pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dengan mengingat 
keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi 
serta kemungkinan penyelenggaraannya. 
g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah 
Prinsip/asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya 
alam strategis secara berencana, optimal, efisien, dan berkelanjutan 
mengandung arti bahwa pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam 
lapangan agraria diatur sedemikan rupa sehingga kelestarian tanah, 
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kemampuan, dan lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya atau 
keasriannya. 
h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab 
Dalam penyelesaian sengketa pertanahan mengandung arti bahwa 
segala sengketa pertanahan harus diselesaikan dengan jalan damai, 
musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan keadilan 
sosial dan melindungi golongan ekonomi lemah, mencegah terjadinya 
monopoli yang kuat, serta mencegah agar jangan sampai terjadi 
konflik pertanahan yang mengorbankan golongan ekonomi lemah 
dengan melanggar hak atas tanah mereka. 
 
4. Syarat-Syarat Permohonan Pemberian Tanah Negara 
Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian Tanah Negara dapat diberikan kepada: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank Pemerintah, 
Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. Karena pemberian Hak Milik untuk badan hukum ini 
hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar 
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
12
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 Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan 
Pemindahannya, Semarang: FH Undip, 1993, hlm. 89. 
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b. Permohonan 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, 
permohonan untuk memperoleh hak milik harus ditempuh sebagai 
berikut: 
1) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. 
2) Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 
a) Keterangan mengenai pemohon: 
(1) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat 
tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/ 
suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. 
(2) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 
peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 
pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 
penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
data fisik: 
(1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, 
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan 
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta 
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pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah 
lainnya. 
(2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau 
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 
(3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian) 
(4) Rencana penggunaan tanah 
(5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara). 
Jadi, perbedaan antara skripsi penulis dengan beberapa contoh skripsi 
yang penulis bandingkan yaitu permasalahan yang diangkat oleh penulis itu 
mengenai pembangunan ruko di atas tanah dan saluran air yang status tanah 
tersebut merupakan tanah milik negara, dalam hal ini milik pemerintah daerah 
setempat. Pembangunan ruko tersebut tidak memiliki izin dari pihak 
pemerintah setempat dan pihak pemerintah setempat tidak peduli dengan 
pembangunan ruko tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh penulis lebih 
banyak dibandingkan contoh skripsi yang lain, lebih kompleks. Selain dasar 
hukum, penulis juga menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait 
untuk memperoleh data. Sementara beberapa contoh skripsi yang dijadikan 
perbandingan lebih sedikit menggunakan dasar hukum dalam menyelesaikan 
permasalahan dalam skripsi dan memiliki permasalahan hukum yang berbeda.  
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa jenis 
penelitian, yaitu: 
a. Penelitian Hukum Normatif 
Penelitian hukum normatif (normative law research), adalah penelitian 
hukum yang mengkaji hukum tertulis atau hukum positif. Dalam hal 
ini dengan menelaah peraturan hukum positif di Indonesia mengenai 
penggunaan tanah negara. 
b. Penelitian Hukum Empiris 
Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan 
cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat 
penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan 
dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan 
beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi 
mengenai penggunaan tanah negara di Desa Krasak. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode penelitian 
diantaranya yang akan penulis deskripsikan adalah: 
a. Statute Approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) 
Yaitu penelitian hukum yang menggunakan undang-undang dan disini 
penulis akan menggunakan undang-undang, diantaranya: Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 yang diperbarui dengan keluarnya 
peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 
Negara, dan lain sebagainya. 
b. Field Research (Penelitian lapangan) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung 
ke lokasi penelitian untuk melihat penerapan perundang-undangan atau 
aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 
melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap 
dapat memberikan informasi mengenai penggunaan tanah negara di 
Desa Krasak. 
 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
primer dan data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 
secara langsung berupa keterangan dan kenyataan-kenyataan yang ada 
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di Desa Krasak Kabupaten Brebes, penelitian melalui wawancara 
dengan warga, dan pemerintah desa yang berwenang dan berkompeten, 
serta pihak yang bersangkutan dalam pembuatan ruko diatas tanah 
milik negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya 
yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang 
bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat. 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara 
tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain, 
yang berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, 
penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku hukum.
13
 
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian 
hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti majalah, 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kancana Prenada Group, 2005, 
hlm.142. 
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surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari 
internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat 
hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini 
akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian 
ini, maka prosedur pengumpulan data ditempuh dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Studi Pustaka 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan 
perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
b. Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 
menggunakan teknik wawancara langsung dengan beberapa responden 
yang bersangkutan. 
 
5. Metode Analisis Data 
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik 
sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat universal atau 
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umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi untuk menemukan 
sebuah preskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian 
dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dinamis 
untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tanah Negara, Jenis-Jenis Tanah Negara 
B. Pengertian Pemberian Tanah Negara, Pengertian Pemanfaatan Tanah 
Negara, Asas-Asas atau Prinsip Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, 
Syarat-Syarat Permohonan Pemberian Tanah Negara, Prosedur 
Pemberian Pemanfaatan Tanah Negara, Dasar Hukum Pemberian 
Tanah Negara, Jenis Hak Atas Tanah Negara 
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C. Pengawasan dan Kewenangan Pihak Pemerintah dalam Pemberian Izin 
Pemanfaatan Tanah Negara  
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Status Hukum dan Akibat Hukum dari Pembangunan Ruko di Atas 
Tanah Milik Negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes.  
B. Pengawasan dan Kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes Terhadap Pembangunan Ruko di Atas Tanah Milik Negara di 
Desa Krasak 
4. BAB IV PENUTUP 
A. Simpulan 
B. Saran 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
 
A. Tinjauan Tentang Tanah Negara 
1. Pengertian Tanah Negara 
Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 
Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, tanah negara ialah tanah yang 
dikuasai penuh oleh Negara.  
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 
Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, mengenai penguasaan atas 
tanah negara diserahkan kepada suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah 
Swatantra. 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 
Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, tanah negara 
dibedakan menjadi dua, yaitu tanah yang dikuasai negara dan tanah yang 
menjadi barang milik negara. 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan 
atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
14
 
                                                             
       
14
 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat 
dan Permasalahannya, Jakarta : Prestasi Pustaka ,2002, hlm. 5 
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Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. 
Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu 
disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan 
rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di 
bidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut 
harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai 
itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari 
bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa. 
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Agraria, terdapat dualisme atau bahkan pluralisme 
di bidang pertanahan baik mengenai hukumnya, hak atas tanah dan hak 
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jaminan atas tanah. Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan 
karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya 
melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya.
15
 
Keadaan hukum tanah berstruktur ganda atau dualistik, dengan 
berlakunya bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat 
yang bersumber pada hukum adat yang tidak tertulis yang berlaku bagi 
golongan pribumi dan hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya 
terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang merupakan 
hukum tertulis yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. 
Hukum tanah barat bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Berhubung dianutnya asas konkordasi maka Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata merupakan konkordan dari Burgerlijk Wetboek 
(BW) Belanda yang menganut konsepsi individualistik, oleh karena 
bersumber pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka hukum tanah 
barat juga landasan konsepsinya individualistik.
16
 
Konsepsi individualistik tersebut berpangkal dan berpusat pada hak 
individu atas tanah yang bersifat pribadi semata-mata. Hal tersebut 
tercermin pada rumusan hak individu tertinggi, yang dalam Pasal 570 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut hak eigendom. Hak 
eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus juga merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah barat. 
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 Budi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Penerbit 
Universitas Trisakti, 2007, hlm.60. 
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 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, Cet.2, 1993. hlm.73. 
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2. Jenis-Jenis Tanah Negara 
Secara umum, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu: tanah hak dan tanah negara. Tanah Negara adalah tanah yang telah 
dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku (tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan), sedang tanah 
hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum 
dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya 
terhadap tanah negara saja yang dapat dimintakan suatu hak untuk 
kepentingan tertentu dan berdasar proses tertentu.  
Tanah negara yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat 
berupa: 
a) Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang 
dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun; 
b) Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak 
guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, dengan 
lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah tersebut 
menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang 
hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak 
yang baru diatas tanah itu; 
c) Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara 
sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya dan 
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dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi 
tanah negara.
17
 
Pada zaman Belanda, ada dua bentuk tanah negara, yaitu:
18
 
a) Tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas 
Artinya tanah yang dimaksud belum ada atau belum pernah 
dilekati oleh sesuatu hak apa pun. Pengertian hak di sini harus 
diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) 
termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu 
tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang 
tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka 
rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan 
bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan 
sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat. 
Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda 
juga berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya 
dibedakan menjadi dua, (1) tanah-tanah menjadi tanah negara bebas 
karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu 
instansi/departemen, dianggap tanah negara dibawah penguasaan 
departemen yang membebaskan. (2) Tanah negara bebas yang tidak 
ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, 
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  Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, dalam Skripsi “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah 
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dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan ke dalam penguasaan 
departemen dalam negeri. 
b) Tanah negara yang tidak bebas 
Yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas 
tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan 
pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).  Setelah 
kemerdekaan, sebelum terbitnya UUPA, pengertian Tanah Negara, 
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953  
tentang Pengusaan Tanah-tanah Negara. Penjelasan umum poin 1 PP 
tersebut menjelaskan, tanah yang dikuasai oleh negara, yaitu  semua 
tanah yang bebas sama sekali daripada (red-dari) hak-hak seseorang, 
baik yang berdasarkan atas hukum adat asli Indonesia maupun yang 
berdasarkan atas hukum Barat. 
Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah negara 
ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara (penjelasan umum II (2) UUPA). 
Artinya negara dikonstruksikan bukan pemilik tanah. Negara sebagai 
organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku Badan Penguasa. 
“...Undang-undang Pokok Agria berpangkal pada pendirian, bahwa 
untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-
undang Dasar tidak perlu, dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa 
bangsa Indonesia atau pun negara bertindak sebagai pemilik tanah. 
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Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari 
seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa...”. 
Lebih lanjut penjelasan umum II poin 2 ini menerangkan 
bahwa Badan Penguasa diberikan wewenang oleh rakyat untuk, 
pertama, mengatur dan menyelengarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaannya. Kedua,  menentukan dan mengatur 
hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari ) bumi, air dan ruang 
angkasa itu. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, 
air dan ruang angkasa. 
Berdasarkan UUPA dan peraturan perundangan perundangan 
lainnya (setelah Indonesia merdeka) (Himpunan Peraturan dan UU tentang 
Agraria dan Pertanahan-Edisi Terbaru, Oktober 2017 dan UU Nomor 2 
Tahun 2012), tanah negara diartikan sebagai tanah yang tidak dilekati 
dengan sesuatu hak atas tanah. 
Dari konsep peraturan perudang-undangan, ada dua tanah negara, 
yakni pertama, tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar 
belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai 
tanah negara bebas. Kedua, tanah negara yang berasal dari tanah-tanah 
yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan 
hukum tertentu menjadi Tanah Negara. Tanah bekas Hak Barat, tanah 
dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah 
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yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh 
pemiliknya. 
 
B. Tinjauan Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Tanah Negara 
1. Pengertian Pemberian Tanah Negara 
Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang 
bersama-sama atau suatu badan hukum.
19
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pemberian hak atas tanah adalah 
penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara 
termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. 
2. Pengertian Pemanfaatan Tanah Negara 
Dalam Ketetapan MPR/RI Tahun 1998 Tentang GBHN 
menyatakan bahwa : 
“Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan untuk 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penguasaan 
tanah negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan 
kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah”. 
 
Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan kemakmuran rakyat 
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dengan memperhatikan antara lain hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial 
hak atas tanah dan batas maksimal kepemilikan tanah khususnya tanah 
pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan 
penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut 
perlu aturan hukum agar tidak menimbulkan kerusakan dan persengketaan 
tanah.
20
 
Dalam UUPA yang disebut ”tanah” secara yuridis adalah 
“permukaan bumi” (pasal 1 ayat (4) dan pasal 4 ayat(1) UUPA dan yang 
dimaksud “pemanfaatan tanah” adalah “menggunakan tanah” sesuai 
dengan RTRW dan ketentuannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 
ayat (2) UUPA, yaitu “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini memberi wewenang pemegang hak untuk mempergunakan tanah 
yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 
diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan lansung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang. 
Penggunaan Tanah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 
No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan tanah adalah wujud tutupan 
permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan 
manusia. Pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa 
mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. 
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Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah bertujuan 
untuk: mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah; mewujudkan penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah: 
a. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta 
pengendalian pemanfaatan tanah; 
b. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
yang telah ditetapkan. 
3. Asas-Asas atau Prinsip Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 
“Principle” atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai 
alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, 
untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan
21
. Menurut 
Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyebutkan bahwa 
“asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, 
asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan 
landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai 
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 Mustopo dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri 2013, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013, hlm. 38. 
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ratio legisnya peraturan hukum”22. Mengenai asas hukum ini terdapat 
beberapa pendapat, seperti Karl Larenz, mengatakan asas hukum adalah 
“Rechtprincipien sind leitende Gedanken einer (moglichen oder 
bestehenden) Rechtichen Regeling die selbst noch keine der “Anwendung 
faehige Regeln sind, aber in solche umgesesetzt warden konnen (asas-asas 
hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang 
mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan 
aturan yang dapat ditetapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian), 
sedangkan menurut Robert Alexy asas hukum adalah “Optimie 
rungsgebote yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu 
berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan factual seoptimal 
mungkin direalisasikan, aturan hukum adalah aturan yang selalu dapat atau 
tidak dapat dipatuhi”. Ron Jue membatasi pengertian asas hukum sebagai 
“nilai-nilai yang melandasi kaedah-kaedah hukum disebut hukum, 
diatasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum, karena itu 
kaedah hukum dapat dipandang sebagai operasional atau pengolahan lebih 
jauh dari asas asas hukum”. 
Prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum tanah kolonial dari 
Agraris Besluit (Keputusan Agraria), Pasal 1 menyebutkan bahwa 
“Behounden opvolving van de tweede en derde bepaling der voormelde 
wet, belijft het beginsel gehandhaafid, dat alle grond, waarop niet door 
anderen regt van eigendom wordt bewezen domein van de staat is,artinya 
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dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 
Agrarische Wet, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak 
lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein 
(milik) Negara”23. 
Asas-asas atau prinsip dasar yang terdapat dalam hukum tanah 
nasional yang lebih dikenal dengan UUPA, yaitu : 
a. Asas relegiusitas 
Prinsip/asas religiusitas mengandung makna bahwa seluruh 
bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 
b. Asas kebangsaan 
Prinsip/asas kebangsaan mengandung makna hanya warga 
Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya 
dengan bumi, air dan ruang angksa, dalam batas-batas ketentuan 
tertentu. 
c. Asas demokrasi 
Prinsip/asas demokrasi mengandung makna bahwa setiap 
warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita tidak 
membedakan agama dan suku bangsanya mempunyai kesempatan 
yang sama untuk memperoleh dan menggunakan hak atas tanah serta 
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untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri 
maupun keluarganya. 
d. Prinsip atau asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam 
penguasaan dan penggunaan tanah yang tersedia dengan jaminan 
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. 
e. Asas kebersamaan dan kemitraan 
Prinsip/asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan 
penggunaan hak atas tanah mengandung makna, segala usaha bersama 
pembangunan nasional, maka dicegah penggunaan tanah dan 
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui 
batas negara dan bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan 
usaha bersama dalam lapangan agraria. 
f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan 
Dalam pengguasaan dan penggunaan tanah mengandung arti 
bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 
Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dengan 
mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial 
ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. 
g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah 
Prinsip/asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai 
sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien, dan 
berkelanjutan mengandung arti bahwa pemerintah berusaha agar 
usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikan rupa sehingga 
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kelestarian tanah, kemampuan, dan lingkungan hidup dapat terjaga 
kelestariannya atau keasriannya. 
h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab 
Dalam penyelesaian sengketa pertanahan mengandung arti 
bahwa segala sengketa pertanahan harus diselesaikan dengan jalan 
damai, musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan 
keadilan sosial dan melindungi golongan ekonomi lemah, mencegah 
terjadinya monopoli yang kuat, serta mencegah agar jangan sampai 
terjadi konflik pertanahan yang mengorbankan golongan ekonomi 
lemah dengan melanggar hak atas tanah mereka.
24
 
Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah sebagai pelimpahan kewenangan hak menguasai dari 
Negara sebagai perluasan kebijakan yang digariskan dalam Pasal 2 UUPA, 
guna memberdayakan daerah dan masyarakatnya mengenai asas-asas atas 
tanah perlu dilengkapi dengan asas yang terkandung dalam UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu asas efisiensi 
maksudnya asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber 
daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 
terbaik.  
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah, Pasal 2 menyebutkan bahwa asas dan tujuan 
penatagunaan tanah berdasarkan keterpaduan, berdayaguna dan berhasil 
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guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, 
keadilan dan perlindungan hukum. 
 keterpaduan adalah bahwa penetagunaan tanah dilakukan untuk 
mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
 berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa penataangunaan tanah 
harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan 
fungsi ruang. 
 serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penatagunaan tanah 
menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah 
atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar 
penggunaan atau pemanfaatan tanah. 
 berkelanjutan adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin kelestarian 
fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi. 
 keterbukaan adalah bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui seluruh 
lapisan masyarakat. 
 persamaan, keadilan dan perlindungan hukum adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak mengakibatkan 
diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan hokum 
dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. 
Dalam rangka pencapaian tujuan dari penggunaan tanah yaitu 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara efektif, maka pembuatan 
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rencana penggunaan tanah harus didasarkan pada asas-asas atau prinsip 
tertentu, yaitu: 
1) Prinsip penggunaan aneka (principle of multiple use), prinsip ini 
menghendaki agar rencana penggunaan tanah harus dapat memenuhi 
beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. 
Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan 
areal, terutama di wilayah yang penduduknya sangat padat 
2) Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production), 
prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agrarian 
termasuk tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-
tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak, yang 
dimaksud dengan hasil fisik adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah 
misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya. 
3) Prinsip penggunaan optimum (principle of optimum use), prinsip ini 
dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraris termasuk tanah 
dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya 
kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak 
sumber alam itu sendiri.
25
 
Mengenai asas-asas tata guna tanah biasanya dibedakan dalam 2 
kelompok yaitu asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan (rural land 
use planning) dan daerah perkotaan (urban land use planning), adanya 
perbedaan asas antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan 
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disebabkan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan tanah 
antara keduanya. Penggunaan tanah dipedesaan lebih dititik beratkan pada 
kegiatan usaha-usaha pertanian, sedangkan penggunaan tanah di daerah 
perkotaan lebih dititik beratkan kepada kegiatan non pertanian yaitu 
pemukiman, perkantoran, pertokoan, insdustri dan lain-lainnya. Faktor lain 
yang menentukan perbedaan asas adalah ciri-ciri kehidupan yang 
tradisional, dinamika kehidupan masyarakat pedesaan lebih rendah jika 
dibandingkan dengan kehidupan masyarakat kota yang berciri modern, 
disamping itu penduduk perkotaan lebih banyak dari penduduk pedesaan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka asas tata guna tanah untuk daerah 
pedesaan adalah lestari, optimal, serasi dan seimbang atau yang dikenal 
dengan istilah LOSS
26
. 
a. Lestari 
Berdasarkan asas ini, tanah harus dimanfaatkan dan digunakan 
untuk jangka waktu yang lama, dengan tetap terpelihara tatanan fisik 
tanah seperti terpelihara tingkat kesuburannya. Dampak positif dari 
asas ini adalah : 
1) akan terjadi penghematan tanah. Hal ini dapat dicapai dengan 
mengusahakan agar tanah-tanah yang belum digunakan untuk 
kepentingan langsung hidup manusia baik untuk pertanian maupun 
untuk pemukiman, tetapi dipelihara kelestariannya.  
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2) agar supaya generasi yang sekarang dapat memenuhi kewajibannya 
untuk mewariskan sumber daya tanah kepada generasi yang akan 
datang. Suatu ungkapan seorang raja Afrika bahwa : “the land 
belongs to a great family of which many members are dead, some 
are living and the larger number still to be born” jadi tanah bukan 
milik masyarakat sekarang saja, tetapi tanah milik masyarakat 
dulu, masyarakat sekarang dan masyarakat yang masih akan lahir. 
b. Optimal 
Berdasarkan asas ini, pemanfaatan tanah harus mendatangkan 
hasil atau keuntungan ekonomi yang setinggi-tingginya. Faktor yang 
penting dalam asas optimal ini adalah kesesuaian antara kemampuan 
fisik tanah dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk 
menentukan kesesuaiannya sudah tentu diperlukan data kemampuan 
fisik tanah.  
c. Serasi dan Seimbang 
Berdasarkan asas ini, suatu ruang atas tanah harus dapat 
menampung berbagai macam kepentingan baik perseorangan, 
masyarakat maupun negara, sehingga dapat dihindari adanya 
pertentangan atau konflik dalam peggunaan tanah. 
Apabila ada dua kegiatan atau usaha yang menghendaki satu lokasi 
yang sama, maka usaha atau kegiatan yang dapat memberikan keuntungan 
ekonomis yang lebih tinggi yang harus dimenangkan, yang digunakan 
adalah asas optimal. Jika ada pertentangan dalam penggunaan tanah 
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kadang - kadang tidak dapat dihindari, terutama jika ada 2 kegiatan atau 
lebih memerlukan suatu lokasi yang sama perlu dibuat daftar skala 
prioritas untuk menentukan kegiatan yang mana yang harus didahulukan. 
Untuk daerah perkotaan asas tata guna tanah, biasanya dirumuskan 
dengan istilah ATLAS yaitu aman, tertib, lancar dan sehat; 
a. Aman 
1) Aman dari bahaya kebakaran, untuk mengatasi kemungkinan 
terjadinya kebakaran, perlu didirikan pos-pos pemadam kebakaran 
ditempat-tempat tertentu yang dapat mempercepat gerak langkah 
dalam mengatasi kebakaran, juga tersedianya peralatan yang baik, 
personil pemadam kebakaran yang terlatih serta adanya peraturan 
daerah yang melarang pemakaian bahan-bahan bangunan yang 
mudah terbakar. 
2) Aman dari tindak kejahatan, untuk mencegahnya perlu ditambah 
pos-pos polisi disekitar sektor tertentu dan penambahan personil 
kepolisian. Juga tempat-tempat ronda di kampung-kampung terus 
ditingkatkan dan penerangan lingkungan harus diusahakan. 
3) Aman dari bahaya banjir, untuk pencegahannya dapat dilakukan 
dengan membuat saluran-saluran air, meluruskan alur sungai, 
mengeluarkan larangan membangun di daerah-daerah pinggiran 
sungai (rooi sungai). 
4) Aman dari bahaya kecelakaan lalu lintas, usaha pencegahannya 
dilakukan dengan membangun sarana jalan yang memenuhi syarat, 
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penyekat jalan, tempat-tempat penyeberangan, lampu lalu lintas, 
petugas lalu lintas. 
5) Aman dari ketuna karyaan, dalam hal ini pemerintah daerah 
dituntut untuk mengupayakan lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk 
ini pemerintah daerah harus dapat menarik para penanam modal 
baik swasta dan pemerintah maupun asing untuk pendirian 
insdustri. 
b. Tertib 
1) Tertib dalam bidang pelayanan, ini berarti menuntut para ahli 
masyarakat untuk berdisiplin di dalam menjalankan tugasnya 
masingmasing. 
2) Tertib dalam penataan wilayah perkotaan, penataan yang baik akan 
menimbulkan keadaan yang indah. 
3) Tertib dalam lalu lintas, penyediaan tempat parkir yang baik dan 
teratur harus diusahakan, ketertiban para petugas parkir, juga 
ketaatan para pemakai jalan akan sangat mendukung tertib berlalu 
lintas. 
4) Tertib dalam hukum, ini menuntut para penegak hukum untuk 
bertindak secara tegas dan benar 
c. Lancar 
1) Lancar dalam pelayanan, ini menuntut para abdi masyarakat untuk 
terus meningkatkan keterampilannya, juga pengaturan ruang-ruang 
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di masing-masing kantor supaya ditata sehingga masyarakat dapat 
memperoleh pelayanan yang nyaman. 
2) Lancar berlalu lintas, ini menuntut adanya jaringan jalan yang 
mempermudah arus lalu lintas dari satu tempat ketempat lainnya. 
Juga penertiban letak pedagang-pedagang kaki lima, larangan atau 
penertiban jalan becak. 
3) Lancar dalam komunikasi, seperti penyediaan tempat-tempat 
telpon umum, jaringan jalan yang tidak ruwet. 
d. Sehat 
1) Sehat dari segi jasmani, ini menuntut penyediaan tempat-tempat 
olahraga, tempat pembuangan sampah, tempat pemeriksaan 
kesehatan yang baik PUSKEMAS atau Rumah sakit. 
2) Sehat dari segi rohani, ini berarti harus tersedia tempat-tempat 
hiburan dan rekreasi 
Dalam rangka tercapainya situasi Aman, Tertib, Lancar dan Sehat 
(ATLAS), tersebut memang memerlukan pengaturan ruang atas tanah 
sebagai sarananya. Disamping itu tentunya partisipasi masyarakat 
merupakan faktor yang penting untuk digugah melalui berbagai 
penyuluhan dan penerangan. 
4. Syarat-Syarat Permohonan Pemberian Hak Pemanfaatan Tanah 
Negara 
Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian Tanah Negara dapat diberikan kepada: 
45 
 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank Pemerintah, 
Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. Karena pemberian Hak Milik untuk badan hukum ini 
hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar 
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
27
 
b. Permohonan 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, 
permohonan untuk memperoleh hak milik harus ditempuh sebagai 
berikut: 
1) Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. 
2) Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 
a) Keterangan mengenai pemohon: 
(1) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat 
tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/ 
suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. 
(2) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 
peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 
pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 
penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat 
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mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
data fisik: 
(1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, 
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan 
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta 
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah 
lainnya. 
(2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau 
Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 
(3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian) 
(4) Rencana penggunaan tanah 
(5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara). 
5. Prosedur Pemberian Hak Pemanfaatan Tanah Negara 
Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun 
beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum
28
.  
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 
tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan 
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pemberian hak atas tanah negara, pemberian hak atas tanah adalah 
penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara 
termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. 
Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau 
badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
29
 
Mengenai konversi hak menguasai atas Negara yang diberikan 
kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-
daerah Swatantra dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 
Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 
Selanjutnya disebutkan bahwa: 
a. Hak atas penguasaan tanah oleh Negara yang diberikan kepada 
Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah 
Swatantra yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri 
dikonversi menjadi hak pakai. 
b. Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan 
juga dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak pengusaan 
tersebut menjadi hak pengelolaan. 
Hak pengelolaan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
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Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Argaria 9/1999”) adalah hak 
menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 
dilimpahkan kepada pemegangnya. 
Secara khusus untuk pemberian hak milik atas tanah untuk 
rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah 
prosedur atau tata cara pemberian sesuai dengan Keputusan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 
1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal 
yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah. Kewenangan 
pemberian hak atas tanah dilaksananakan oleh Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999: 
“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara 
umum”. 
 
Serta Pasal 14: 
“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak 
atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala 
kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia sebagaimana dimaksud 
dalam Bab II dan Bab III”. 
 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan, maka prosedur yang harus dilalui untuk meperoleh Hak 
Milik secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan 
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Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan yang menyatakan bahwa hak milik dapat diberikan 
kepada: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yaitu: 
1) Bank Pemerintah; 
2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 
Permohonan Hak Milik tersebut diajukan secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah 
yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan. 
a. Mengenai pemohon 
1) Jika perorangan: 
Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohon harus 
dilampiri: 
a) Foto copy Kartu Penduduk; 
b) Surat bukti kepemilikan tanah; 
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c) Surat pernyataan di atas segel atas penguasaan fisik atas 
tanah; 
d) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan; 
e) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan 
aslinya; 
f) Surat Ukur; 
g) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas 
dan status tanah-tanahnya yang telah dimilik pemohon 
termasuk bidang tanah yang dimohon; 
h) Surat Ijin Mendirikan Bangunan. 
2) Jika badan hukum: 
Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohonharus 
dilampiri: 
a) Surat penunjukan dari Menteri (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 
1963 tentang penunjukan Badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik atas tanah); 
b) Foto copy Kartu Penduduk; 
c) Akte pendirian badan hukum (dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia); 
d) Surat pengesahan badan hukum (dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); 
e) Ijin lokasi; 
f) Surat bukti perolehan tanah; 
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g) Surat Ijin Mendirikan Bangunan; 
h) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan 
aslinya; 
i) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN 
atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA 
atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi 
non PMA/PMDN. 
b. Mengenai tanahnya 
1) data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah 
yang telah dibeli dari Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan 
hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah 
lainnya; 
2) data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB. 
Setelah semua berkas permohonan diterima, maka Kepala 
Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis 
dan data fisik, dari pihak pemohon hak atas tanah negara serta 
memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya 
diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada Surat 
ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan 
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pengukuran guna di terbitkannya gambar situasi bidang tanah yang 
dimohon. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi semua, kemudian 
permohonan Hak Milik tersebut diproses oleh panitia “A” yang terdiri 
dari: 
1) Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah sebagai ketua merangkap 
anggota. 
2) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagai wakil 
ketua merangkap anggota. 
3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai anggota. 
4) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai anggota. 
5) Kepala Desa/lurah sebagai anggota. 
6) Kepala Subsi Hak-hak Atas Tanah sebagai anggota. 
Adapun tugas dari Panitia “A” dalam pemberian hak milik 
antara lain: 
1) Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas-berkas 
permohonan. 
2) Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara langsung ke 
lapangan atas tanah yang dimohon. 
3) Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang dimohon. 
4) Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
5) Memberikan pertimbangan hak tersebut yang dituangkan dalam 
Risalah Pemeriksaan Tanah. 
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6. Dasar Hukum Pemberian Hak Pemanfaatan Tanah Negara 
Dasar hukum dari pemberian hak atas tanah adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: 
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. 
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria 
Pasal 20: 
(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang 
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6. 
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
c. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara 
dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya 
disebutkan bahwa: 
1) Hak atas penguasaan tanah oleh Negara yang diberikan kepada 
Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah 
Swatantra yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri 
dikonversi menjadi hak pakai. 
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2) Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan 
juga dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak pengusaan 
tersebut menjadi hak pengelolaan. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1999 yang diperbarui dengan keluarnya peraturan 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 
f. Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 
g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
h. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.  
j. Peraturan Perundangan lainnya maupun peraturan-peraturan daerah 
yang menyatakan tentang peraturan pertanahan. 
7. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Negara 
Sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
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dan Hak Pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang 
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang 
Berkedudukan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara , negara memberikan berbagai jenis 
hak atas tanah yang terdiri dari : 
a. Hak Individual yang bersifat perdata 
Hak Individual yang bersifat perdata terdiri dari: 
1) Hak Primer, yaitu hak yang langsung diberikan oleh negara kepada 
pemegang haknya yang meliputi: 
a) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih 
dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warganegara Indonesia 
dapat mempunyai hak milik. Oleh Pemerintah ditetapkan 
badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan 
syarat-syaratnya (bank Negara, perkumpulan koperasi 
pertanian, badan keagamaan dan badan social). Terjadinya hak 
milik, karena hukum adat dan Penetapan Pemerintah, serta 
karena ketentuan undang-undang Hak milik, setiap peralihan, 
hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain, harus 
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didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran 
dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. 
b) Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah Negara, tanah hak 
pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu 
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 
tahun. Setelah berakhir jangka waktu dan perpanjangannya 
dapat diberikan pembaharuan baru Hak Guna Bangunan di atas 
tanah yang sama. Hak guna bangunan dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. Hak Guna Bangunan dapat 
dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan Hukum yang 
didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan 
Pemerintah. Hak Guna Bangunan setiap peralihan, hapusnya 
dan pembebanannya dengan hak lain, harus didaftarkan di 
Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran dimaksud merupakan 
pembuktian yang kuat. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan 
jaminan utang dengan dibebani  Hak Tanggungan. 
c) Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan 
pertanian, perikanan atau peternakan dengan jangka waktu 35 
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 
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25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir 
ke pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna 
Usaha di atas tanah yang sama. Diberikan paling sedikit 
luasnya 5 hektar, jika lebih dari 25 hektar harus dikelola 
dengan investasi modal yang layak dnegan teknik perusahaan 
yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna 
usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak Guna 
Usaha dapat dipunyai warga negara Indonesia, dan Badan 
Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan 
dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara. Hak Guna 
Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. Hak Guna Usaha 
setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak 
lain, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. 
Pendaftaran dimaksud merupakan pembuktian yang kuat. Hak 
Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
Hak Tanggungan. 
d) Hak Pakai adalah hak  untuk  menggunakan  dan/atau  
memungut  hasil  dari  tanah  yang dikuasai langsung oleh 
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 
dan kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  
pemberiannya  oleh  pejabat  yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 
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perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan  tanah,  
segala  sesuatu  asal  tidak bertentangan dengan jiwa dan 
ketentuan-ketentuan Undang-undang. Hak pakai terdiri dari 
dua macam: Hak Pakai atas tanah negara yang langsung 
dikuasai oleh negara yang dikuasai negara dan tidak memiliki 
nilai ekonomis yaitu Hak Pakai atas tanah negara bagi instansi-
instansi pemerintah, seperti TNI, departemen, kantor 
perwakilan negara lain (kedutaan besar/konsulat); Hak Pakai 
atas tanah negara yang memiliki nilai ekonomis, maksudnya 
bisa diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang/pihak 
lainnya. Hak Pakai dapat diberikan selama  jangka  waktu  
yang  tertentu  atau  selama  tanahnya  dipergunakan  untuk 
keperluan yang tertentu; dengan cuma-cuma, dengan 
pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun; pemberian  
hak  pakai  tidak  boleh  disertai  syarat-syarat  yang  
mengandung  unsur-unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai 
hak pakai ialah : Warga Negara Indonesia; Orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia; Badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain 
dengan izin penjabat yang berwenang. Hak  pakai  atas  tanah  
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milik  hanya  dapat  dialihkan  kepada  pihak    lain,  jika  hal  
itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.   
2) Hak Sekunder (Derivatif) adalah hak yang timbul atau dibebankan 
di atas hak atas tanah yang sudah ada. Hak ini timbul karena 
perjanjian antara pemilik tanah sebagai pemegang Hak Primer dan 
calon pemegang Hak Sekunder. 
Yang termasuk hak atas tanah ini, yaitu: 
a) Hak Sekunder yang ditumpangkan di atas hak lain yang 
memiliki derajat yang lebih tinggi, misalnya HGB/HGU/Hak 
Pakai di atas tanah Hak Milik. 
b) Hak Sewa adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan 
hukum untuk mempergunakan  tanah  milik  orang  lain  
(pemberi sewa) untuk  keperluan dari penyewa setelah 
membayar sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak melalui perjanjian dalam jangka waktu tertentu. 
Pembayaran uang sewa dapat dilakukan : Satu kali atau pada 
tiap-tiap waktu tertentu; Sebelum atau sesudah tanahnya 
dipergunakan. Perjanjian  sewa  tanah  yang  dimaksudkan  
dalam  pasal  ini  tidak  boleh  disertai  syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat menjadi 
pemegang hak sewa ialah : Warga Negara Indonesia; Orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum yang 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
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Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 
Indonesia. Hak Sewa dibagi menjadi dua, yaitu: Hak Sewa di 
atas tanah Hak Milik/HGB/HGU/Hak Pengelolaan atas tanah 
negara; Hak Sewa atas tanah pertanian (sawah, kebun, tambak). 
c) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan. Hak 
membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 
dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut 
hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak 
milik atas tanah itu. 
d) Hak Usaha Bagi Hasil 
e) Hak Menumpang (Hak Numpang Karang) 
f) Hak Jaminan atas tanah, yang terdiri dari Gadai dan Hak 
Tanggungan. 
b. Hak Pengelolaan, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada 
instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya. 
c. Tanah wakaf, yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer 
(Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau 
Tanah Girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh 
pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya 
untuk diwakafkan. 
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena: Jual beli; Tukar 
menukar; Penyertaan dalam modal; Hibah; Pewarisan 
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Hapusnya Hak Atas Tanah dikarenakan oleh beberapa hal, 
diantaranya: 
 Jangka waktu yang berakhir 
 Dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 
yang tidak dipenuhi 
 Dilepaskan secara sukarela oleh pemegan haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir 
 Dicabut untuk kepentingan umum 
 Diterlantarkan 
 Tanahnya musnah 
 Beralih ke warganegara asing (khusus Hak Milik) atau badan hukum 
asing (khusus HGU dan HGB) 
 
C. Tinjauan Tentang Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah dalam 
Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Negara 
1. Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Tanah Negara dan 
Penatagunaan Ruang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi 
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 disamping karena adanya 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945, juga 
memperhatikan terhadap dikeluarkannya beberapa Ketetapan dan 
Keputusan MPR-RI tentang Otonomi Daerah, Prinsip otonomi daerah 
yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini 
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menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan 
termasuk urusan pertanahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijaksanaan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, 
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 
Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah secara umum berisi penegakan adanya pelimpahan 
pelaksanaan kekuasaan negara atas tanah tersebut, Pasal 13 ayat (1) jo 
Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2004 merumuskan bahwa 
dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah 
propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap 
mempertimbangkan kemampuan otonomi, potensi daerah, sosial budaya, 
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang 
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pasal 13 ayat (1) dan 
Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan daerah 
kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintah, 
salah satu yang wajib dilakukan adalah bidang pertanahan. Dengan 
demikian pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota wajib 
melaksanakan kewenangan untuk: 
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1) Mengatur mengenai persediaan, penggunaan, dan peruntukan tanah di 
wilayahnya baik untuk kepentingan perseorangan, kepentingan sosial, 
keagamaan, kepentingan ekonomi, pertanian, industri serta 
kepentingan daerah dan negara. 
2) Melakukan perencanaan penggunaan tanah yang meliputi penggunaan 
atas ruang di atas dan dibawah tanah sesuai dengan batas-batas 
peruntukannya. 
3) Mengatur pola hubungan antara tanah dengan manusia warga dengan 
penduduk daerah. 
4) Mengatur hubungan antara manusia dengan manusia berkaitan dengan 
tanah di wilayahnya termasuk mempersiapkan kelembagaan agar 
hubungan hukum yang terjadi dapat terjamin pemenuhannya. 
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah dan 
pemerintah kota harus memperhatikan: 
1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan 
dengan tanah berdasarkan atas taat asas. 
2) Dalam pembuatan peraturan daerah sejauh mungkin melibatkan unsur-
nusur legislatif daerah menurut kewenangan yang ada. 
3) Aspek keadilan sosial serta pemanfaatan yang dapat menjamin 
peningkatan kesejahteraan. 
4) Penghargaan secara proposional terhadap unsur-unsur kebudayaan asli 
daerah berkaitan dengan nilai dan fungsi daerah. 
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Pemberian otonomi yang luas atas tanah kepada daerah kabupaten 
dan daerah kota untuk memenuhi tuntutan reformasi serta arahan 
sebagaimana terumuskan dalam UUPA dimana penguasaan tanah 
diseluruh wilayah tanah air ini diatur secara adil dan merata sehingga 
kesejahteraan dapat dicapai. Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 telah 
mendatangkan perubahan terutama di bidang urusan pemerintahan dengan 
kewenangan yang sentralistrik. Termasuk dalam kelompok ini adalah 
bidang pertanahan, kewenangan dari Hak menguasai Negara (HMN) atas 
tanah menurut UUPA harus dilaksanakan secara sentralistrik oleh 
pemerintah pusat. Namun dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan 
tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai 
kewenangan otonomi daerah, Undang-undang tersebut memerlukan 
interprestasi terhadap pelaksanaan hak menguasasi negara dengan 
memperhatikan maksud UUPA dan UU No. 32 Tahun 2004 yang sudah 
diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 
2014, menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi pekerjaan umum 
dan penataan ruang. 
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Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan bahwa penatagunaan tanah 
adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi 
                                                             
       
30
 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan 
HAM RI, Laporan Penelitian, “Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang”, 2015, hlm. 23-24. 
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penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud 
konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang 
terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk 
kepentingan masyarakat secara adil. Pokok-pokok penatagunaan tanah 
yaitu, dalam rangka pemanfatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah 
yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah. 
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, negara memberikan kewenangan penyelengaraan 
penataan ruang kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 
Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat sesuai 
dengan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan 
penggunaan tanah di Kabupaten/Kota meliputi : 
a) Penetapan kegiatan penatagunaan tanah; 
b) Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah. 
Dalam kerangka penetapan kegiatan penatagunaan tanah dilakukan 
inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan 
neraca penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan pola 
penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah. Selain 
menjadi bahan utama dalam rangka penyusunan pola pengelolaan 
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hasil inventarisasi yang 
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disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala lebih besar dari 
peta Rencana Tata Ruang Wilayah dikelola dalam suatu Sistem informasi 
manajemen pertanahan antara lain melalui sistem informasi penatagunaan 
tanah. 
Penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
dapat dilaksanakan melalui penataan kembali, upaya kemitraan, 
penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan 
penatagunaan tanah dilaksanakan pembinaan dan pengendalian.  
Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, 
pelatihan, dan arahan. Sedangkan pengendalian dilakukan melalui 
pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi, pelaporan dan penertiban. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penatagunaan Tanah, berkaitan dengan kebijakan daerah, wewenang 
penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, 
yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan 
batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif 
tersebut, penataan ruang wilayah seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, 
wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut 
merupakan sub sistem ruang menurut batasan administratif. Wewenang 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah: 
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a. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang 
meliputi : 
 Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
 Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kerjasama 
penataan ruang antar kabupaten/kota. 
b. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi : 
 Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan 
ruang, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
c. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota 
perlu dilakukan : 
 Penerapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan 
strategis kabupaten/kota, perencanaan tata ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; 
 Pemanfaatan ruang kawasan, pengendalian penataan ruang 
kawasan strategis kabupaten/kota. 
Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana 
umum tata ruang, rencana rinci tata ruang dengan urutan sebagai berikut : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Dan 
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota. 
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Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kota 
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada : 
a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah 
provinsi; 
b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan 
c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten harus 
memperhatikan : 
a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi 
penataan ruang kabupaten; 
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten; 
c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup; 
d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang 
wilayah kabupaten yang berbatasan dan rencana tata ruang kawasan 
strategis kabupaten. 
Disamping rencana tata ruang wilayah kabupaten harus melihat : 
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. 
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan 
dan wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem 
jaringan prasarana wilayah kabupaten. Oleh karena itu rencana pola ruang 
wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan 
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budi daya kabupaten, penetapan kawasan strategis diarahkan agar 
mengacu pada program utama jangka menengah lima tahun, dan ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan 
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi. 
Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin 
pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan 
dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pasal 161 Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
menyebutkan : 
1) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan untuk : 
a) Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, 
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang; 
b) Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan 
c) Melindungi kepentingan umum dan masyarakat. 
2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang 
akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona 
berdasarkan rencana tata ruang. 
Pasal 162 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam proses perolehan izin 
pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi. Retribusi merupakan biaya 
untuk administrasi perizinan. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa: Izin 
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prinsip; Izin lokasi; Izin penggunaan pemanfaatan tanah; Izin mendirikan 
bangunan; dan Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan 
pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon 
pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam diatur sesuai dengan petentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 165 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang tersebut 
diberikan berdasarkan: 
1) Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang di 
wilayah kabupaten/kota. 
2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. 
3) Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata 
ruang dan peraturan zonasi. 
Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan 
penataan ruang yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara 
efektif, maka Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang memuat pengaturan penyelenggaraan 
penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup : 
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a. Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan 
yang harus ditetapkan pada masing-masing tingkatan pemerintahan 
untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan 
penataan ruang. 
b. Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara 
pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah 
dan masyarakat, dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, serta dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota kepada masyarakat.. 
c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan 
mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan 
rencana tata ruang kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan 
perkotaan dan kawasan pedesaan yang dilaksanakan melalui prosedur 
untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat di 
implementasikan. 
d. Pelaksanaan penataan ruang yang mengatur ketentuan mengenai 
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta 
pembiayaannya.  
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan 
tertib tata ruang yang mengatrur ketentuan mengenai peraturan zonasi 
yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, pemikiran 
yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan 
ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang 
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keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya 
rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran 
penataan ruang. 
f. Pengawasaan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian 
penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. 
 
2. Pengawasan Pihak Pemerintah dalam Pemberian Izin Pemanfaatan 
Tanah Negara 
Berdasarkan Pasal 198 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan 
ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan 
penyelenggaraan penataan ruang, dan menjamin terlaksananya penegakan 
hukum bidang penataan ruang; serta meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya, 
Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
penataan ruang dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan 
penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah/pemerintah 
daerah menjadikan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan ruang. 
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Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah 
meliputi pengawasan terhadap penataan ruang wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan 
strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan stategis 
kabupaten/kota. Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah provinsi meliputi pengawasan terhadap penataan ruang 
wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota. 
Pengawasan penataan ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja : 
a. Pengaturan. Pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang; 
b. Fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan 
c. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
Dalam Pasal 202 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bentuk dan tata cara 
pengawasan penataan ruang meliputi meliputi pengawasan teknis dan 
pengawasan khusus, yaitu: 
1) Pengawasan teknis penataan ruang merupakan pengawasan terhadap 
keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan 
secara berkala; 
2) Pengawasan khusus penataan ruang merupakan pengawasan terhadap 
permasalahan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang yang 
dilaksanakan sesuai kebutuhan 
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Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja 
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan 
yang dimaksud terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran 
masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan kepada pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pasal 56, pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan 
mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan 
ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil 
pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif 
dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan 
Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan 
kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang, dijelaskan juga Penyesuaian penguasaan, penggunaan, 
dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan melalui penataan kembali, 
upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka 
penyelenggaraan penatagunaan tanah dilaksanakan pembinaan dan 
pengendalian. Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, dan arahan. Sedangkan pengendalian dilakukan 
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melalui pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi, pelaporan dan 
penertiban   
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Status Hukum dan Akibat Hukum dari Pembangunan Ruko di Atas 
Tanah Milik Negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes 
Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2019, pukul 08.30 WIB, 
Penulis berkunjung ke Balai Desa, Desa Krasak Kabupaten Brebes untuk 
melakukan wawancara kepada pihak Pemerintah Desa Krasak Kabupaten 
Brebes perihal status kepemilikan tanah berupa saluran air irigasi yang di 
atasnya dibangun ruko oleh warga Desa Krasak Kabupaten Brebes. Pada saat 
itu Penulis bertemu dengan Bapak Tanuri, selaku Kepala Desa Krasak dan 
Bapak Wirzad, selaku Sekretaris Desa Krasak. Penulis menanyakan perihal 
status tanah tersebut kepada Bapak Tanuri, kemudian Bapak Tanuri 
menjawab, “Tanah yang dibangun ruko di atas saluran air irigasi itu milik 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, bukan milik Pemerintah Desa 
Krasak”. Setelah itu, Penulis menanyakan perihal status bangunan ruko 
tersebut kepada Bapak Tanuri, kemudian Bapak Tanuri menjawab, 
“Bangunan ruko tersebut dibangun tanpa adanya izin dari pihak Pemerintah 
Desa Krasak dan tanpa adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan, dapat 
dikatakan bangunan ilegal. Pihak Pemerintah Desa Krasak juga tidak 
mempunyai peraturan mengenai pendirian bangunan di atas tanah negara, jika 
ada pun warga Desa Krasak tidak akan mengerti mengenai peraturan 
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tersebut”. Kemudian Penulis menanyakan kepada Bapak Wirzad perihal 
tindakan pihak Pemerintah Desa Krasak terhadap pembangunan ruko tersebut, 
Bapak Tanuri menjawab, “Sudah ada tindakan dari pihak Pemerintah Desa 
Krasak perihal pembangunan ruko tersebut, dengan memberikan peringatan 
untuk tidak membangun ruko di atas saluran air irigasi tersebut, karena jika 
terjadi penimbunan sampah atau kotoran dalam saluran air tersebut dapat 
terjadi banjir dan susah untuk dilakukannya pengerukan, namun beberapa 
warga yang membangun ruko tersebut justru tidak mematuhi peringatan dari 
pihak Pemerintah Desa Krasak dan tetap membangun ruko tersebut dari tahun 
2017 sampai saat ini. Bahkan beberapa dari pemilik ruko mengancam pihak 
Pemerintah Desa Krasak jika sampai berani menggusur ruko. Pihak 
Pemerintah Desa Krasak akhirnya mengikhlaskan dan menganggap 
pembangunan ruko tersebut untuk usaha mereka mencari rejeki”. Penulis 
menanyakan akibat hukum dari pembangunan ruko tersebut kepada Bapak 
Wirzad, beliau menjawab, “Ada beberapa warga yang memprotes 
pembangunan ruko tersebut, dan meminta untuk dilakukan pembongkaran, 
karena cukup beresiko terjadinya bencana banjir jika memasuki musim 
penghujan. Pembangunan ruko tersebut telah melanggar peraturan karena 
dibangun secara illegal tanpa adanya izin dari pihak-pihak terkait dan dapat 
diberikan sanksi administratif maupun sanksi lainnya”.31 
Setelah mendapatkan keterangan dari Pihak Pemerintah Desa Krasak 
perihal status kepemilikan tanah tersebut, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 
                                                             
        
31
 Wawancara dengan Tanuri, Kepala Desa Krasak dan wawancara dengan Wirzad, Sekretaris 
Desa Krasak, di Balai Desa Krasak, tanggal 22 Oktober 2019  jam 08.30 WIB-selesai.  
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tahun 2019, pukul 11.00 WIB, Penulis mengunjungi Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya 
Air dan Tata Ruang untuk melakukan wawancara perihal status tanah berupa 
saluran air irigasi yang di atasnya dibangun ruko oleh warga Desa Krasak. 
Kemudian Penulis menemui Bapak Adam Muakhor, selaku Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 
dan Tata Ruang dan bertemu dengan Bu Lia, selaku Pegawai Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Brebes Bidang Irigasi. Penulis menanyakan mengenai 
status tanah tersebut kepada Bapak Adam Muakhor, kemudian Bapak Adam 
Muakhor menjawab, “Benar, status tanah saluran air irigasi yang dibangun 
ruko oleh warga Desa Krasak milik Dinas Pekerjaan Umum Bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 dan Peraturan Menteri Nomor 8 
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/BPN.” 32 
Bu Lia menjelaskan mengenai status dari irigasi, “Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanah berupa 
saluran air irigasi terbagi menjadi tiga, yaitu Jaringan Irigasi Primer, Jaringan 
Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier, mengenai saluran air irigasi 
yang di atasnya dibangun ruko di Desa Krasak termasuk dalam Jaringan 
                                                             
       
32
 Wawancara dengan Adam Muakhor, Kepada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan 
Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang, tanggal 4 Desember 
2019 jam 11.00 WIB-selesai.  
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Irigasi Sekunder. Tanah tersebut juga merupakan tanah hak pengelolaan atas 
tanah negara yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan Tata Ruang”.33 Mengenai status bangunan ruko 
tersebut, Bapak Adam Muakhor menjelaskan, “Status bangunan ruko 
tersebut jelas ilegal, karena dari warga Desa Krasak yang membangun ruko 
tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Pekerjaan Umum 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Untuk membangun 
ruko tersebut, pertama warga desa harus meminta izin terlbih dahulu kepada 
Dinas Pekerjaan Umum, dengan melampirkan identitas calon pihak yang 
meminta izin, lokasi tempatnya, serta peruntukannya. Kemudian, setelah pihak 
Dinas terkait menerima permohonan izin, maka Dinas terkait melakukan 
survey lokasi tersebut, apakah tempat tersebut sesuai dan dapat dibangun ruko 
atau tidak. Jika telah sesuai dan dapat dibangun ruko, maka pihak Dinas 
Pekerjaan Umum memberikan persetujuan, dan warga yang akan membangun 
ruko harus mempunyai surat izin mendirikan bangunan ruko dan membayar 
sejumlah uang sebagai biaya izin pemanfaatan tanah negara berupa hak pakai 
atas hak pengelolaan tanah negara”. Mengenai akibat hukum dari 
pembangunan ruko ilegal ini, Bapak Adam Muakhor memberikan 
penjelasan, “Jika bangunan ruko tersebut ilegal maka dapat diberikan sanksi 
administratif berupa pembongkaran ruko tersebut, pencabutan izin 
                                                             
       
33
 Wawancara dengan Lia, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Irigasi, 
di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang, 
tanggal 4 Desember 2019 jam 11.00 WIB-selesai.   
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penggunaan ruko, dan sanksi administratuf lainnya, serta dapat dikenakan 
sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan”.34 
Pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 18.33 WIB, Penulis melakukan 
wawancara dengan beberapa warga yang membangun ruko. Pertama, Bapak 
Roja Rujito, Alamat Desa Krasak RT.08/RW.02. Bapak Roja menjelaskan 
bahwa ruko-ruko yang dibangun sudah berdiri selama tiga tahun, mengenai 
peruntukan ruko yang dibangun digunakan untuk usaha tambal ban, usaha 
pangkas rambut, dan usaha warung makan. Penulis menanyakan perihal status 
tanah yang dibangun ruko tersebut kepada Bapak Roja, kemudian Bapak Roja 
menjawab, “Yang saya tahu tanah ini merupakan tanah milik tol (PT. Waskita, 
pihak yang membangun jalan tol) jadi bisa dibangun ruko tanpa harus 
meminta izin kepada siapa pun, baik pihak pemerintah desa maupun dinas 
terkait. Tujuan saya untuk mencari nafkah, namun jika nanti dilakukan 
pembongkaran mau tidak mau harus ikhlas”.35 Yang kedua, Penulis 
melakukan wawancara dengan Bapak Saeful, Alamat Desa Krasak 
RT.08/RW.02. Bapak Saeful mengaku baru dua bulan mendirikan ruko 
tersebut untuk usaha toko kelontong dan toko sandal. Penulis menanyakan 
perihal status tanah yang dibangun ruko tersebut kepada Bapak Saeful, 
kemudian Bapak Saeful menjawab, “Saya cuma tahu ini tanah punya PT. 
Waskita, jadi saya pikir saya bisa membangun ruko untuk mencari 
                                                             
       
34
 Adam Muakhor, op.cit. 
       
35
 Wawancara dengan Roja Rujito, Pemilik Bangunan Ruko Ilegal di Atas Tanah Negara, di 
Desa Krasak, tanggal 10 Desember 2019 jam 18.33 WIB-selesai.   
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penghasilan, dan tidak usah meminta izin kepada pihak manapun. Tapi jika 
harus digusur InsyaAllah saya ikhlas”.36 
Pada saat Penulis melakukan wawancana dengan Bapak Roja dan 
Bapak Saeful, terdapat salah satu warga yang datang untuk memperingatkan 
kepada Bapak Roja dan Bapak Saeful karena pembangunan ruko tersebut 
ilegal dan telah menyalahi aturan. Namun, warga yang memperingatkan justru 
diancam oleh Bapak Roja dan Bapak Saeful agar tidak mencampuri urusan 
mereka. 
Status tanah negara yang terletak di Desa Krasak Kabupaten Brebes 
tersebut merupakan tanah Hak Atas Tanah Negara dalam bentuk Hak 
Pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada Suatu Instansi Pemerintahan, 
dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Hal tersebut dijelaskan dalam 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan 
Tanah-Tanah Negara, mengenai penguasaan atas tanah negara diserahkan 
kepada suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra. Mengenai 
konversi hak menguasai atas Negara yang diberikan kepada Departemen-
departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra dalam Pasal 1 
dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-
Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya disebutkan bahwa: 
                                                             
       
36
 Wawancara dengan Saeful, Pemilik Bangunan Ruko Ilegal di Atas Tanah Negara, di Desa 
Krasak, tanggal 10 Desember 2019 Jam 19.00 WIB-selesai. 
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a. Hak atas penguasaan tanah oleh Negara yang diberikan kepada 
Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah 
Swatantra yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri dikonversi 
menjadi hak pakai. 
b. Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan juga 
dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak pengusaan tersebut menjadi 
hak pengelolaan. 
Artinya, Hak Pengelolaan atas tanah negara tersebut, yang dikuasai 
oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber 
Daya Air dan Tata Ruang, hak penguasaan atas tanah tersebut dapat diberikan 
kepada pihak ketiga sebagai Perizinan Pemanfaatan Tanah Negara dalam 
bentuk Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu, dengan memberikan 
sejumlah uang retribusi sebagai biaya administrasi, jika berdasarkan hasil 
pengawasan tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dan sesuai 
dengan prosedur perizinan. 
Status hukum dari pendirian bangunan ruko di atas tanah negara di 
Desa Krasak merupakan ilegal, karena dalam pembangunannya tidak melalui 
prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa meminta 
izin terlebih dahulu kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata 
Ruang. 
Akibat hukum dari pembangunan ruko ilegal ini yaitu dapat diberikan 
sanksi administratif maupun sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 75 Peraturan 
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Daerah Kabupaten Brebes nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030. Sanksi Administratif dapat 
berupa : Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; penghentian 
sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan 
izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda 
administratif. Untuk sanksi pidana dijelaskan dalam pasal yang berbeda. 
Hal mengenai pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana juga 
tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang 
 
B. Pengawasan dan Kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes Terhadap Pembangunan Ruko di Atas Tanah Milik Negara di 
Desa Krasak 
Pada hari Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2019, pukul 11.00 WIB, 
Penulis mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang untuk melakukan 
wawancara perihal Pengawasan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap 
pemanfaatan tanah negara, dalam permasalahan ini mengenai pembangunan 
ruko di atas tanah negara berupa saluran air irigasi. Kemudian Penulis 
menemui Bapak Adam Muakhor, selaku Kepala Bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Air dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes 
untuk dilakukan wawancara. Penulis menanyakan perihal bentuk pengawasan 
terhadap pembangunan ruko tersebut maupun bangunan ilegal lainnya di atas 
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tanah negara. Kemudian Bapak Adam Muakhor menjawab, “Pengawasan 
terhadap pembangunan ruko tersebut nihil, dalam artian jika ada laporan dari 
warga maka akan adanya tindak lanjut, namun jika tidak ada laporan dari 
warga, maka ruko tersebut akan tetap berdiri sampai adanya laporan dari 
warga”.37 
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penggunaan Tanah, Pasal 2 menyebutkan bahwa asas dan tujuan 
penatagunaan tanah berdasarkan keterpaduan, berdayaguna dan berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan 
perlindungan hukum. 
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 
2010-2030, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui 
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, meliputi: 
ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan pemberian 
insentif dan disinsentif; serta arahan pengenaan sanksi. 
Ketentuan umum peraturan zonasi: 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta 
                                                             
       
37
 Wawancara dengan Adam Muakhor, Kepada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan 
Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang, tanggal 4 Desember 
2019 jam 11.00 WIB-selesai.  
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menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang 
untuk setiap zona peruntukkan ruang yang lebih detail. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : sistem perkotaan; sistem jaringan transportasi; sistem jaringan 
energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumberdaya air; 
kawasan lindung; dan kawasan budidaya. 
(3) Ketentuan umum praturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Ketentuan Perizinan: 
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diatur 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak 
melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 
(4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 
(5) Perizinan yang dikenakan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain 
meliputi: izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah 
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(IPPT); izin mendirikan bangunan; dan izin lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan 
peraturan bupati. 
Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif: 
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau 
disinsentif oleh pemerintah. 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang merupakan 
perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: 
a) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, 
sewa ruang, dan urun saham; 
b) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 
c) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 
d) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau 
pemerintah daerah. 
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang 
merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, 
berupa: 
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a) pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya 
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat 
pemanfaatan ruang; dan/atau 
b) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan 
penalti. 
(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak 
masyarakat. 
(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: 
a) pemerintah kepada pemerintah daerah; 
b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan 
c) pemerintah kepada masyarakat. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif 
dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati. 
Arahan pengenaan sanksi: 
(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d 
merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum 
peraturan zonasi. 
(2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan 
penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang 
tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi 
dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang 
menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 
(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan 
dilengkapi dengan izin, atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau 
yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana 
penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: 
peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian 
sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; 
pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; 
dan/atau denda administratif. 
(6) Sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. 
(7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga 
mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang 
diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(8) Ketetuan pidana dalam kegiatan penataan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) meliputi: 
a) tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang. 
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b) tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. 
c) tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan 
mengakibatkan kematian orang. 
d) tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dan 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang. 
e) tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. 
f) tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan 
kematian orang. 
g) tindakan setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. 
h) tindakan setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan 
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum. 
i) setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang. Selain sanksi pidana pelaku dapat 
dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan 
hormat dari jabatannya. 
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j) tindakan pidana dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda yang ditetapkan. Selain pidana denda, korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan berupa: 
1) pencabutan izin usaha; dan/atau 
2) pencabutan status badan hukum. 
(9) Sanksi pidana terhadap tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di 
bidang penataan ruang dan ketentuan perundangan-undangan. 
Dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-
2030, Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat 
berbentuk: 
a) pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi 
atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.  
b) bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban 
pemanfaatan ruang.  
Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030, mengenai permasalahan 
pembangunan ruko di atas tanah negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes, 
jika memang tidak sesuai dengan prinsip perizinan, maka pihak pemerintah 
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Kabupaten Brebes dapat memberikan wewenang memberikan beberapa jenis 
sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar.  
Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan sesuai dengan Pasal 161 Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang, izin pemanfaatan ruang diberikan kepada pemerintah daerah. Dan 
pihak pemerintah daerah dapat memberikan izin pemanfaatan ruang kepada 
orang lain dengan memberikan biaya retribusi untuk biaya administrasi 
perizinan.  
Mengenai bentuk pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes dalam Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 
Pengawasan yang dimaksud terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran 
masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan kepada pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati 
dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil pemantauan dan 
evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif, maka pihak Pemerintah 
Daerah dapat memberikan sanksi. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes dapat memberikan perizinan pemanfaatan tanah negara di Desa Krasak 
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jika sudah terlanjur dibangun dan tidak memberikan dampak negatif bagi 
lingkungan sekitarnya, namun tetap meminta pihak yang memanfaatkan tanah 
negara tersebut untuk melengkapi perizinan, jika tidak mau untuk melengkapi 
perizinan sesuai dengan prosedur, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi 
administratif maupun sanksi pidana.    
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Status Hukum dan Akibat Hukum dari Pembangunan Ruko di Atas 
Tanah Milik Negara di Desa Krasak Kabupaten Brebes  
a) Status hukum dari tanah yang di atasnya dibangun ruko oleh warga 
Desa Krasak merupakan tanah Hak Atas Tanah Negara dalam bentuk 
Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata 
Ruang yang dapat diberikan Izin untuk Memanfaatkan Tanah Negara 
dalam bentuk Hak Pakai kepada pihak ketiga sesuai dengan prosedur 
dan peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan biaya 
retribusi.  
b) Status hukum dari bangunan ruko di atas tanah negara di Desa Krasak 
Kabupaten Brebes merupakan bangunan ilegal, karena tidak meminta 
izin terlebih dahulu kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang selaku 
pemegang Hak Pengelolaan atas tanah tersebut.  
c) Akibat hukum dari pembangunan ruko tersebut dapat diberikan sanksi 
administratif maupun sanksi pidana jika pihak Dinas Pekerjaan Umum 
telah selesai melakukan pengawasan terhadap pembangunan ruko 
tersebut. 
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2. Pengawasan dan Kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes Terhadap Pembangunan Ruko di Atas Tanah Milik Negara di 
Desa Krasak 
Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, 
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Guna, yaitu dengan melakukan 
tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Mengenai prosesnya yaitu 
harus menerima laporan terlebi dahulu mengenai lokasi pembangunan 
ruko tersebut, kemudian pihak Dinas Pekerjaan Umum melakukan 
pemantauan, lalu hasil dari pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar 
penentuan apakah pembangunan ruko tersebut ilegal dan menimbulkan 
efek negatif di lingkungan sekitarnya atau tidak. Jika tidak menimbulkan 
efek negatif dapat diberikan izin untuk melanjutkan penggunaan dari 
pembangunan ruko tersebut, namun harus melengkapi syarat dan prosedur 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang 
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Brebes Tahun 2010-2030, yaitu: ketentuan umum peraturan zonasi; 
ketentuan perizinan; ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; serta 
arahan pengenaan sanksi. 
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B. Saran 
1. Untuk pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air, sebaiknya melakukan pengawasan secara 
teratur di lokasi-lokasi tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Bidang Pengelolaan Sumber Daya 
Air tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat, dikarenakan jika 
pembangunan di atas tanah negara tersebut menimbulkan efek negatif di 
sekitar lingkungannya maka akan merugikan banyak pihak. 
2. Untuk Pemerintah Desa Krasak, sebaiknya dapat bertindak lebih tegas jika 
terdapat warga yang melakukan pembangunan ruko di atas tanah negara 
secara ilegal, dan harus lebih berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Brebes selaku pemilik Hak Pengelolaan atas beberapa 
tanah negara. 
3. Untuk Warga Desa Krasak, sebaiknya jika akan membangun suatu 
bangunan di suatu wilayah bukan milik sendiri, terlebih dahulu mencari 
status kepemilikan dari tanah tersebut, sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan. 
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